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Atas berkah rahmat Allah, buku “Memahami Dekonstruksi Hukum
- dalam Pranata Sesial Islam telah selesai disusun. Penyusunan buku ini
= berawal dari keinginan besar Pusat Penelitian dan Penerbitan pada
= lLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN
Ar-Raniry untuk mengapresiasi hasil karya para dosen dengan cara
mempublikasikannya. Sekecil apapun karya para dosen sudah sepatutnya
dipublikasikan sehingga terbangun suasana dialog akademis yang
berkesinambungan. Penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi
sumbangan bagi pengayaan informasi yang terkait dengan topik bahasan
vang diakomaodasi di dalamnya. Banyak keterbatasan dan kekurangan
yang terdapat di dalam buku ini. Kritikan kostruktif memang diharapkan,
tetapi akan lebih bermakna seandainya ada pihak lain yang bersedia
untuk mengkaji kembali persoalan-persoalan ini dengan perspektif dan
pendekatan yang beragam. Dari sana diharapkan akumulasi dan evolusi
pengetahuan akan sungguh-sungguh terjadi. Semoga!

= : Banda Aceh, 20 November 2014
Hormat khidmat,
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KEMATIAN JANIN AKIBAT PENGANIAYAAN
TERHADAP WANITA HAMIL
TELAAH ATAS SANKSI HUKUM DAN KEENGGANAN
PENGADUAN DARI PIHAK KORBAN

Dir. Abdul Jalil Salam, MA

A, Pendahuluan

Regulasi hukum pidana dewasa ini yang telah dirmmuskan, baik
pada hukum pidana Islam maupun pidana positif menjadi menarik untuk
ditelusuri lebih lanjut ketika keduanya dihadapkan pada suatu kejahatan
yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah tindak
penganiayaan terhadap wanita hamil yang berimbas pada matinya janin.

Ada heberapa hal yvang mendasari mengapa menarik untuk
membahas sanksi hukum kejahatan tersebut terutama sekali ketika
muncul keengganan-keengganan dari pihak korban untuk melaporkan
kejahatan ini, padahal aspek ancaman sanksinya dinilai cukup tegas
dan jelas. Menurut beberapa pengamatan terkini vang dilakukan oleh
Lembaga Survey Universitas Gajah Mada Yogyajakarta terhadap seluruh
Penpeadilan Neperi di Indonesia, Lermasuk Makamah Syari‘ah di Provinsi
Acehpadarentangintervalwaktu sejaktahun 20095 /d 2012, hahwa cukup
mencengangkan ketika tidak/belum ditemukan adanya perkara kematian
janin akibat penganiayaan terhadap wanita hamil yang terpanggil untuk
dilaporkan sccara spesifik oleh pihalk korban ke aparatur penegak hukum
(kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), kecuali berdasarkan temuan dan
proses penyelidikan serta penyidikan dari pihak penuntut atau melalui
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inisiatif laporan pihak ketiga.

Kenyataan selanjutnya bahwa masyarakat atau korban yang murni
meminta perlindungan hukum terkait kasus kematian janin akibat dari
penganiayaan terhadap wanita hamil pun hampir tidak ada, kecuali atas
dorongan dan desakan lembaga swadaya masyarakat. lal ini terlepas
apakah bersumber dari persepsi lemahnya faktor pengetahuan hukum
masyarakat atau pun asumsi kekurang-heranian masyarakat itu sendiri,
masih menjadi pertanyaan mendasar dan periu dilakukan tulisan khusus.
Padahal dari aspek krimatologi, kejahatan tersebut merupakan delik yang
tidak mungkin dianggap sederhana dan bahkan diduga kuat memiliki
ancaman sanksi hukum yang relatif cukup berat dan pasti, batk dalam
hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

Dalam rentang empat sampai lima tahun belakangan Statistic Crime
Record (rekaman statisktik kejahatan) yang diupdate pada Desember
2012 oleh Lembaga Risert Hulum Universitas fogjakarta mencatat cukup
seringnya terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan hamil yang
menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah tindak penganiayaan
seperti yang dikemukakan dalam preposisi tulisan ini. Pemicu terjadinya
hal tersebut memang umumnya diproyeksikan karena adanya prilaku
menyimpang dimana dianggap bahkan diyakini akan menimbulkan
aib apabila prilaku tersebut dilaporkan dan diketahui oleh masyarakat
umum, seperti pengambilan dan penjatuhan tindakanterhadap wanita
hamil yang disebabkan oleh faktor kehamilan di luar pernikahan yang sah
yang berakibat gugurnya atau digugurkannya kandungan ataupun akibat
dari suatu tindak perkosaan yang brutal Meskipun demikian diskursus
ini masih berbentuk wacana yang menarik untuk diteliti dan ditelusuri
lebih lanjut.

Dari latar belakang singkat yang telah dipaparkan di atas, juga
berangkat dari asumsi lemahnya faktor pengetahuan dan kesadaran
hukum masyarakat terhadap selulcbeluk tindak pidana di atas, makadapat
dirumuskan permasalahan yang butuh dan menjadi perhatian khusus
dalam pembahasan tulisan ini, vaitu scbagai berikut: Bagaimanakah
format penetapan dan prosedur implementasi sanksi pada hukum pidana
positif dan hukum pidana Islam dalam merespon matinya janin yang ada
dalam kandungan akibat penganiayaan terhadap wanita hamil?. Apa vang
menjadi faktor spesifik tidak terdapatnya pelaporan delik pidana ini oleh
pihak korban ke pihak terkait dan bagaimana membangun keyakinan
pihak korban untuk melaporkannya?

Rentang waktu penelusuran dan survey kasusdilapangan difokuskan
pada tindakan yang terjadi sejak medio Januari 2009 hingga Desember
2012, Fokus tulisan lapangan sendiri terpusat pada melacak point pemicu
dan latar belakang akar permasalahan yang menggiring absensinya
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pelaporan dari pihak korban penganiayaan ke aparatur pemerintah yang
berwenang,

Tulizan ini bertujuan untuk menguraikan tentang kriteria berikut
ketetapan-ketetapan dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
menyangkut delik penganiayaan terhadap wanita hamil yang berimbas
kepada kematian janin berikut prosedur implementasi hukumnya. Di
samping untuk menjajaki dan mengeksplorasi jenjang tipelogi sanksi
hulum dari kedua sistem hukum tersebut terhadap pelaku penganiayaan
serta untuk menelusuri informasi terpendam terkait faktor-faktor
spesifik tidak diadukannya jenis pidana ini secara langsung ke pengadilan
atau ke aparatur berwenang oleh pihak korban.

Hasil tulisan ini mempunyai manfaat penting dalam pendalaman
sekaligus berkontribusi langsung terhadap materi figh jinavat dan hukum
pidana positif di Indonesia, termasuk di Aceh secara khusus, baik pada
masa sekarang maupun pada masa yang akandatang. Hasil tulisan inijuga
dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengadaan dan pengayaan
referensi tentang persoalan figh jinayat khususnya persoalan substansi
dan esensi sanksi hukum pidana positif dan pidana Islam terutama
bagi Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh ke depan. Di samping juga dapat
menjadi bahan acuan bagi para pihak korban tindak kekerasan dalam
rurmah tangea (KDRT) di Indonesia dalam upaya mencari keadilan dan
perlindungzan hak-hak sipil dan legal mereka.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah yang
dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa jenis tulisan ini
adalah kombinasi selektif dari tulisan pustaka (lbrary research), yailu
tulisan yanz menggunakan fasilitas kepustakaan seperti buku, kitab atau
majalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif,’ditambahtulisan
lapangan (field research), melalui penelusuran dan penggalian informasi
di lapangan terkait objek tulisan dengan pendekatan partisipatory
résearch. Dalam tulisan ini dikaji berbagai sumber kepustakaan dan
disempurnakan denganobservasilapangan yvang berkenaan dengan pokok
permasalahan. Pengkajian difolkuskan kepada memahami ketetapan dari
dua sistem hukum yang berbeda mengenai delik penganiayaan terhadap
wanira hamil vang herimbas pada kematian janin. Dalam tulisan ini juga
dilakuikan eksplorasi ke sasaran-sasaran signifikan guna memperoleh
informasi akurat baik dari responden maupun pihak-pihak informan dan
lembaga terkait.

Jenis tulisan ini adalah perpaduan antara tulisan pustaka dan
tulisan lapangan, maka sumber data dalam tulisan ini adalah data yang
diperoleh baik di pustaka maupun di lokasi tulisan. Tulisan ini fokus
pada kajian tentang kriteria berikut ketetapan-ketetapan dari hulum
pidana positif dan hukum pidana Islam menyangkut delik penganiayaan

i Soejana Scekanta, Fengantar Panalitlan ifurum, [Takarta: Ul-Press, 15845), h. 10,
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terhadap wanita hamil yang berimbas pada kematian janin. Sasaran
difokuskan pula pada jenis sanksi hukum dari kedua hukum tersebut
bagi pelaku penganiayaan dimaksud serta faktor-faktor signifikan yang
melatarbelakangi tidak dilaporkanannya jenis pidana ini secara langsung
ke pengadilan atau pihak yang berwenang oleh piliak korban,

Dari sini dapat dirumuskan asumsi awal tulisan ini bahwa delik
penganiayaan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin adalah
delik adhoe (khusus) dan semi pengecualian, karena secara formil dan
materil delik pidana ini tidak terumuskan secara eksplisit dan nyata baik
pada aturan hukum pidana Islam, maupun pada pasal-pasal perundang-
undangan pidana pesitifdi Indonesia. Halini berpengaruh signifikan pada
bentuk penetapan sanksi oleh pengadilan termasuk membuka peluang
munculnya keengganan dari pihak korban untuk melaporkan divi.

Proses pengumpulan data dzalam tulisan ini dilakukan dengan
memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan
dalam metode tulisan pustaka dan lapangan, yaitu studi dokumentasi dan
eksplorasilapangan yang digandeng dengan analisis komparasi. Teknikini
dipakai untuk memperoleh informasi yang memperkaya data. Dokumen
vang dipelajari dan diteliti adalah literatur-literatur tentang ketetapan-
ketetapan dan doktrin-doktrin yang dihasilkan dari hukum pidana
positif dan hukum pidana Islam, berikut karya-karya yvang menjelaskan
tentang jenis sanksi hukum dari kedua sistim hukum tersebut bagi pelaku
delik penganiayaan. Termasuk juga buku-bukuyang selama ini menjadi
rujukan masyarakat dalam memahami tindak pidana tersebut, Eksplorasi
Pursipatori yang dilakukan dengan mendatangi beberapa pihak terkait
seperti pihak penpgadilan dan penjemputan bola ke pihak keluarga korban
dan mengzali informasi daripihak lembaga swadaya masyarakat dimana
pihak korban mengadukan permasalahan mereka.

Keseluruhan data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam
berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya dianalisis melalui
pendekatananalisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif dan
komparatif ekploratorif. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari
pernyataan vang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum,
metode ini digunakan untuk menganalisis kasus kematian janin akibat
penganiayaan terhadap wanita hamil.?

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjadikan penemuan lapangan
lebih dikenal oleh masyarakat luas, memhberikan gambaran dasar
mengenai topik bahasan, menggeneralisasi gagasan dan mengembangkan
teori yang bersifat tentatif membuka kemungkinan akan diadzkannya
tulisan lanjutan terhadap topik yang dibahas, serta menentukan teknik
dan arah yang akan digunakan dalam tulisan berikutnya.

2 Sutrrsno Hody Metedeleg! Roet, {(Yogyakerta: Gageh Mada University Press. 1997 & S0
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B. Makuna Penganiayaan dan Pembunuhan

Abdul Qadir "Audah dalam al-Tasyri'i al-Jina’i al-Islami, mengatakan
bahwea dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dikenal dan
dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah jarimah/jinayah
terhadap selain jiwa. Beliau menyebutkan bahwa jinayah terhadap tubuh
hisa berupa al-syijfaj, dan al-jurh.el-Syijjaj adalah pelukaan terhadap
orang lain pada bagian kepala dan wajah sedangkan ol-jurf  adalah
pelukaan terhadap anggota tubuh/badan orang lain?

Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi al-Wajiz dalam Panduan Figih
Lengkap, membagi jinavah terhadap tubuh menjadi tiga macam, yakni:
1) wl-syijjaj, vaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
2} al-Jurh, yaitu pelukaan vang mengenai badan, termasuk pelukaan
vang menembus rongga. 3) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, seperti
buta, tuli, dan sehagainya.* Wahbah al-Zuhaili dalam al-Figh al-Islami wa
adillatuhy, menyatakan bahwa pada dasarnya delik yang mengakibatkan
kematian terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu: a) Pembunuhan vang
diharamkan; yakni setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan
dan penganiayaan. b) Pembunuhan yang dibenarkan; vakni setiap
pembunuhan vang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya
pembunuhan yang dilakukan oleh alzojo dalam melaksanakan hukuman
gishash.®

Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib al-Syarbaini dalam Mugni al-
Muhtajmengklasifikasi scbab-schab penganiayaan yang mematikan
kepada tiga macam, yaitu:1) Sebab Hissiy (perasaan/psikis) seperti
paksaan untuk membunuh. 2) Sebab Syariy, seperti persaksian palsu yang
membuat terdakywa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat sesevrang
vang diadilinya dengan kebohongan atau kelicikan (bukan karena keadilan)
untuk menganiaya secara sengaja. 3) Sebab ‘Urfiy, seperti menyuguhkan
makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali
sumur lalu tidak menutupnya sehingga ada orang terperosok dan mati®
Andi Hameah dalam Kemus Hukum Pidane mengatakan bahwa delik
penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu
suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada
KUHP hal ini disebut dengan "penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak

3 Abdel Qadir Mudeh, ol Tesrry ol-fingt ol-fdome {Bearet Daral-Korab al-Araba, ih), b 6,

4 Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi al-Wajiz, Panduon Figih Lengkap, (terj.
Ieam Tashfivah LIPIA-Jakana), (Bogor: Pustaka [bnu Katsir, 1999), h. 766-769.

5 Wahbah al-Zubaili, Al-Figh al-Islami..., h. 5675,

6 Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib al-Syarbaini, Mugni aol-Muhty), (Mesin
Mustafa al-Bab al-Halabl wa Aulad, 1958), h. 6.
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memust arti penganiayaan tersebut secara spesifik.’

Leden Marpaung dalam Tindak Pidana Terhadap Nyawa, membagi
tiga unsur atau faktor pada delik pidana yang berhubungan dengan kasus
pupurnyd Kandungan, yaitu; 1) fonin. 2) 1bu yeng mengandung. 3) Pihak
retiga, yaitu vang terlibat pada pengguguran tersebut. Tujuan Pasal-Pasal
tersebut adalah untuk melindungi janin. Perkataan “pugur kandungan”
tidak sama dengan “matinya janin’.Kemungkinan, janin dalam kandungan
dapat dibunuh, tanpa gugur Namun pembuat undang-undang dalam
rumusan KUHP, belum membedakan kedua Eal tersebut ®

Untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai
jarimah dan pelakunya bisa dikenai pertanggungjawaban pidana
haruslah apabila telah terpenuhi 3 (tiga) elemen prinsip, yaitu: 1). Unsur
formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan vang menunjukkan larangan
terhadap suatu perbuatan vang diancam hukuaman. 2) Unsur materiif,
yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-
nyata berbuat atau sikap tidak berbuat. 3} Unsur moril, yaitu unsur yang
terdapat pada pelaku. Seperti bahwa pelaku farimah haruslah mukallaf,
vaiti orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah
vang dilakukannya’

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut
“penganiayaan’. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari: 1)
Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
a. Penganiayaan hiasa. b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka herat. o
Penganiayaan yang mengakibatkan korbannya mati. 2) Penganiavaan ringan
yang diatur oleh Pasal 352 KUHP. 3) Penganiayaan berencana yang diatur
oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut: a. Mengakibatkan luka
berat. b. Mengakibatkan korbannya mati. 4) Penganiayaan berat yang diatur
oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut: a. Mengakibatkan luka
berat. b. Mengakibatkan korbannya mati. Terakhir 5) Penganiayaan berat
dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai
berikut: a. Penganiayaan berat dan berencana. b. Penganiayaan berat dan
berencana yang mengakibatkan korbannya mati.

Pengaturan KUHP mengenal “gugurnya kandungan” yang dijadikan
acuan adalah sebagai berikut: 1) Pengguguran kandungan oleh si ibu.
2) Penpgupuran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang
mengandung. 3) Pengzuguran kandungan dengan izin perempuan yang
mengandungnya.’s

7 Andi Hamzah, Kamus Hukum, [Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986}, h. 144

8 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Mvewa dan Tubuh: Pemberantasan
dan Frevensinya, (Jakara: Sinar Grafika, 2002}, h. 46,

9 A Hanafi, dAsas-dsasHukum Pidanalsiam,{Jakarta: BulanBintang, 1986),h.87.

i Leden Marpaung, Tindak Piduna..., h. 46,
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C. Sanksi Penganiayaan dan Pembunuhan Serta Keengganan
Korban Penganiayaan Untuk Melalkukan Pengaduan

Dalam hukum pidana Islam penganiayaan terhadap ibu yang
sedang hamil sehingga janin yang ada dalam kandungannya itu mati
mendapatkan satu macam lindak pidana yang berlanjut, yaitu tindak
pidana penganiayaan yang mengakibatkan tindak pidana pembunuhan,
demikian juga dalam hukum pidana positif.

Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan di sini, yaitu tentang
penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin,
dapat dilihat bahwa dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku jelas merupakan sebuah delik Baik itu dipandang dari segi hukum
pidanaislam maupun darisegi hulkum pidana positif. Dalam kasustersebut
terdapat satu macam delik yang mengakibatkan dua peristiwa pidana,
yvang pertama adalah delik penzaniayaan yang ditujukan terhadap si ibu
dan yang kedua adalah kematian janin sebagai akibat dari penganiayaan
tersebut.

Di samping hal tersebut, kasus tersehut telah lengkap mengandung
unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Sehingga apabila ada orang
vang melakukan perbuatan itu dia dapat dikenakan pidana sesuai dengan
aturan yang telah ditentukan masing-masing sistem hukum.

Kedua sistem hukum tersebut sama dalam memandang bahwa dari
segi tindak pidana perbuatan yang dilakukan dalam kasus itu merupakan
delik penganiayaan serta delik pembunuhan, akan tetapi dalam
merumuskan jenis dari tindak pidana tersebut ada beberapa perbedaan.

Hukum pidana Islam membagi penganiayaan menjadi berbagai
jenis. Pembagian tersebut berdasar bentuk perbuatan serta akibat yang
ditimbulkan. Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan hukum
pidana Islam membaginya berdasarkan sifat dari perbuatan tersebut
Secara garis besar penganiayaan dalam hukum Islam terbagi atas jinayah
al-utraf, asy-syijjaj, serta al-jirah, sedangkan pembunuhan terbagi atas
getl al-‘amd, gatl syibh ‘amd serta qatl khata'.

Dalam hukum pidana positif pembagian keduanya berdasarkan
atas berat ringannya tindakan, akibat yang ditimbulkan serta unsur-
unsur lain yang ada, seperti adanya perencanaan terlebih dahulu dan lain
sebasainyva.

Kasus yvang dikemukakan dalam pembahasan kali ini dilihat dari segi
tindak pidana menurut hukum pidana Islam belum dapat dispesifikkan
ke dalam jenis mana, hal tersebut hanya dapat dilihat dari akibat yang
di derita oleh si ibu, apakah itu berupa luka-luka, terpotong anggota
tubuhnya, atau luka dalam. Sehingga sanksi yang harus diterima oleh
pelaku juga tergantung dari akibat yang diderita si korban.
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Kemudian mengenai tindak pidana pembunuhannya pun menurut
hukum pidana Islam dalam mengkatagorikan jenisnya juga harus melihat
sifat dari pembunuhan tersebut apakah sengaja untuk membunuh si
janin, ataukah hanya kesalahan saja. Setelah itu baru dapat ditentukan
jenis hukuman yang harus diterima oleh pelaku,

Ditinjau dari hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman
hagi pelaku penganiayaan yvang tertuang dalam al-Qur'an maupun
beberapa hadis yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya
dapat dipahami bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik
penganiayaan, yang besar kecilnya tergantung dari tingkat penganiayaan
itu sendiri. Hukuman tersebut adalah berupa qisas, divat, ta'zir serta
xifarah. Penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari
kejahatan yang dilakukan. Sedanpkan untuk delik pembunuhan sanksi
hukumannya lebih berat lagi, yaitu hukum gisas dengan cara membalas
membunuh pelaku delik pembunuhan, hukum gqisas ini dilakukan eoleh
wali si korban (waliy ad-dam). Akan tetapi selain sanksi gisas tersebut bagi
waliy ad-dam diperbolehkan memilih jenis sanksi hukuman bagi pelaku,
yaitu antara hukum gises atau mengambil divet atau bahkan memaafkan
pelaku. Hal ini berlaku pada jenis pembunuhan yang dilakukan secara
sengaja, dasar dari hal tersebut adalah

Sedangkan pelaksanaan diyat dengan cara menyerahkan sejumiah
hartakepadawalisikorbansesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh syard’. Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau
juga dari ‘agilah. Untuk pembunuhan sengaja divat diambilkan dari
harta kekayaan si pelaku, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan
sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh ‘agifah,

Dalam hukum pidana positif, kelentuan sanksi hukuman bagi pelaku
penganiayaan disertakan dalam pasal yang mengatur ketentuan mengenai
penganiayaan itu sendiri, yaitu pada Pasal 358-351 KUHP. Dalam pasal-
pasal tersebut termuat ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan
sesuai dengan jenis penganiayaannya, sanksi hukuman tersebut berupa
hukuman penjara serta hukuman denda. Dalam hal delik penganiayaan
ini tidak ditetapkan adanya hukuman mati, karena hukuman mati dalam
hal kejahatan hanya ada dalam delik pembunuhan, itupun tidak semua
pembunuhan diancam dengan hukuman mati.

Dalam KUHPancaman hukuman mati untuk delik pembunuhan hanya
pada jenis pembunuhan berencana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP
dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara
selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan dalam delik penganiayaan
sendiri hukuman penjara paling lama adalah lima helas tahun, yaitu pada
jenis penganiayaan beral dan berencana yang mengakibatkan Kematian
5i korban, hal ini tertuang dalam Pasal 354 KUHP selain mengatur
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penganiayaan beral dan berencana yang mengakibatkan luka berat
dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum
tersebut rerdapat perhedaan jenis hukuman untuk delik penganiavaan
maupun pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam holum
pidana positif, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal
adanya hukuman penjara.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan jenis
hukuman yang dikenskan terhadap orang yang melakoukan pembunuhan
dengan sengaja, vang disebut dengan gises (pembalasan). Di dalam
gisas terdapat hak manusia yang berkaitan dengan kepentingan pribadi
seseorang dan hak tersebut lebih kentara. Sehingga penctapan terhadap
suatu hukuwman dapat digugurkan apabila pihak wali korban memaafkan
pelaku kejahatan tersebut,

D. Penutup

Baik di dalam hukum pidana Islam maupun pidana positif telah
dirumuskan tentang sanksi hukuman bagi setiap perbuatan yang
melawan hukum. Mengenai delik penganiayaan terhadap ibu hamil
schingga mengakibatkan kematian janin yang dikandung apabila ditinjau
dari kedua sistem hukum, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
pada dasarnya hanya adasedikil persamaanakibat hukumnya. Persamaan
tersebut terletak pada masalah pemberian pidana serta tujuan dari
diadakannya sanksi pidana, yaitu bahwa dengan adanya hukuman atau
sanksi pidana sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan
memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat serta
individu.

Dari pemaparan di atas dapat difahamibahwa delik penganiayaan
wanita hamil vang mengakibatkan kematian janin adalah delik adhoc
(khusus) dan semi pengecualian, karena secara formil dan materll delik
pidana ini tidak terumuskan secara eksplisit dan nyata baik pada aturan
hukum pidana Islam, maupun pada pasal-pasal perundang-undangan
pidana positif di Indonesia. Hal ini berpengaruh signifikan pada bentuk
penetapan sanksi termasuk membuka peluang munculnya keengpanan
dari pihak korban yang memahami hukum sendiri untuk melaporkan ke
pihak berwenang.

Ditambah lagi pemicu terjadinya keengsanan pihak korban
untuk melaporkan kasus penganiayaan wanita hamil vang berakibat
pada matinya janin uwmumnya dilatarbelakangi oleh adanva prilaku
menyimpang dimana dianggap bahkan diyakini akan menimbulkan
aib apabila prilaku tersebut dilaporkan dan diketahui oleh masyarakat
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umun, seperti pengambilan dan penjatuhan tindakan terhadap wanita
hamil yang disebabkan oleh faktor kehamilan di luar pernikahan yang
sah atau akibat dari suatu tindak perkosaan yang brutal. Di samping hal
ini bersumber dan tidak terlepas dari dari lemahnya faktor pengetahuan
hukum masyarakat dan kekurang tertariknya masyarakat itu sendiri
untuk melaporkan kasus tersehbut.

Dari fenomena di atas dirasa perlu untuk membangun kesadaran
hukum masyarakat demi untuk melindungi hak-hak konstitusional
mereka dan  melepaskan mereka dari belenggu keterbelangan
pengetahuan hukum, Bagi pemerintah, melalui lembaga-lembaga terkait,
agar menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam melindungi
dan memberi rasa aman, sehingga masyarakat tidak terkungpung oleh
pertimbanganrasa malu yanglebih dikedepankan ketimbang menemukan
penyelesaian kasus yang mereka hadapi.
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